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ABSTRAK 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran serta 

bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban, keamanan dan 

ketentraman masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 13 UU No. 2 

Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa kepolisian bertugas 

memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan 

hukum termasuk dalam mewujudkan ketertiban dan kemanan dari 

tindakan-tindakan geng motor yang sering menimbulkan ancaman di 

tengah masyarakat. Polri belum mencapai potensi unggulnya secara 

maksimal, hal ini terlihat dari situasi ditengah masyarakat yang masih 

belum sepenuhnya aman dari ancaman geng motor khususnya di 

Bandar Lampung seringkali sekelompok anak-anak muda mulai dari 

usia 14-20 tahunan yang kerap berkumpul di jalanan kota Bandar 

Lampung dan menunjukkan eksistensi bahkan melakukan tindakan-

tindakan anarkis yang mengancam ketertiban, keamanan dan 

keselamatan masyarakat sehingga diperlukan peran Kepolisian Resor 

Kota (Polresta) Bandar Lampung dalam penanggulangan ancaman 

yang dilakukan geng motor.       

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

peran kepolisian resor kota (Polresta) Bandar Lampung dalam 

menanggulangi ancaman geng motor di Bandar Lampung dan 

bagaimana peran kepolisian resor kota (Polresta) Bandar Lampung 

dalam menanggulangi ancaman geng motor di Bandar Lampung 

dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyah. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode 

kajian lapangan atau field research. Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber, yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan langka, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan tugas 

akhir, dan penelitian lapangan atau fieldwork. Peneliti melakukan 

pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara kepada informan yaitu 
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pihak kepolisian di Polresta Bandar Lampung, korban dan warga 

sekitar.Metode analisis yang digunakan adalah deduktif deskriptif.   

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peran Kepolisian 

Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung dalam menanggulangi 

ancaman yang dilakukan oleh geng motor adalah melakukan 

pencegahan, pembinaan dan penindakan berdasarkan tugas dan 

wewenang Kepolisian yang tertuang dalam Pasal 13, Pasal 14 dan 

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. Sedangkan peran Kepolisian Resor Kota 

(Polresta) Bandar Lampung dalam menanggulangi ancaman yang 

dilakukan geng motor dalam perspektif fiqh siyasah masuk dalam 

bidang kajian fiqh siyasah tanfidziyyah yang berperan dalam 

menjalankan peraturan perundang-undangan. Peran Kepolisian 

sebagai muhtasib yang bertugas mencegah kemungkaran telah sesuai 

dengan syariat Islam karena telah melakukan pencegahan, pembinaan 

dan penindakan terhadap geng motor yang meresahkan masyarakat 

dan mengganggu ketertiban umum sebagai bentuk amar ma’ruf nahi 

munkar dalam konsep Hukum Islam. 

 

Kata Kunci: Peran; Kepolisian; Menanggulangi Ancaman; Geng 

Motor; Fiqh Siyasah 
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MOTTO 

 

 علمُوا اولاد كُم فانهمُ مخلُو قون لزمن غيرزمنكُم 

 

“Didiklah anak-anak kamu, sesungguhnya mereka diciptakan untuk 

menghadapi zaman yang berbeda dengan zaman kamu ini” 

(H.R. Bukhari) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada tahapan ini penulis ingin memberikan kerangka untuk 

memahami secara singkat isi dari judul topik, sekaligus akan 

memberikan penjelasan bahasa dari judul tersebut, sehingga 

maksud yang terkandung dalam judul tersebut lebih jelas untuk 

diskusi lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk 

menjelaskan definisi dan istilah yang terdapat dalam judul 

skripsi, yaitu: “Peran Kepolisian Resort (Polres) Tentang 

Penanggulangan Ancaman Yang Dilakukan Geng Motor 

Motor  Perspektif Fiqh Siyasah”, peneliti akan menjelaskan arti 

dari setiap kata dalam judul terkait dengan deskripsi istilah yang 

disebutkan. akses sebagai berikut: 

1. Kepolisian Resort (Polres) 

Kepolisian Resort disingkat Polres adalah struktur 

komando Kepolisian Republik Indonesia yang mempunyai 

wilayah hukum setingkat Kabupaten/Kota. Polres memiliki 

satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan 

dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes). 

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disingkat 

Polri dalam kaitannya dengan pemerintahan merupakan salah 

satu fungsi pemerintahan negara di bidang ketertiban dan 

keamanan masyarakat, penegakan hukum, dan pengayoman, 

serta pelayanan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam pasal 

4 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 

2 Tahun 2002. 

Menurut Warsito Hadi Utomo, identitas Polri sebagai 

abdi hukum seharusnya seperti ini, Polisi yang memberikan 

pelayanan, mengayomi, mencerdaskan masyarakat dan 

berusaha mengamankan dan melindungi kemerdekaan serta 
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mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan itikad 

baik dan jiwa yang mulia. Polisi yang memiliki hati nurani 

yang bersih, tenang, stabil dan tabah dalam segala situasi dan 

kondisi serta selalu memiliki alasan untuk mengambil 

keputusan sehingga dalam melindungi masyarakat dari 

berbagai ancaman seperti begal, pencurian motor, pencurian 

barang dan juga acaman dari geng motor merupakan peran 

Kepolisian Resort (Polres).
1
 

2. Penanggulangan Ancaman  

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 

definisi ancaman yaitu setiap usaha dan kegiatan, baik dari 

dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan 

Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan 

negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.
2
 

Ancaman memiliki hakikat yang majemuk, berbentuk 

fisik atau nonfisik, konvensional atau non-konvensional, 

global atau lokal, segera atau mendatang, potensial atau 

aktual, militer atau non-militer, langsung atau tidak langsung, 

dari luar negeri atau dalam negeri, serta dengan kekerasan 

senjata atau tanpa kekerasan senjata. Ancaman terhadap 

keamanan manusia meliputi keamanan ekonomi, pangan, 

kesehatan, lingkungan, personel, komunitas, dan politik. 

Ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat 

meliputi kriminal umum dan kejahatan terorganisasi lintas 

negara. Sehubungan dengan hal tersebut maka 

penanggulangan ancaman merupakan upaya yang dilakukan 

untuk mencegah, mengahadapi, atau mengatasi suatu 

keadaan mencakup aktivitas yang melanggar hukum dan 

mengganggu keteriban dan keamanan melalui berbagai 

                                                             
1 Bram Alfredo Ginting, “Peranan Polri Dalam Penanggulangan Pelaku 

Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Begal Atau Geng 

Motor (Studi Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan),” Jurnal Hukum 4, no. 2 (2018): 

33. 
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya 

Nasional untuk Pertahanan Negara. 
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kebijakan yang diselenggarakan oleh penegak hukum 

termasuk Kepolisian Resort (Polres). 

3. Geng Motor 

Geng motor adalah kelompok mekanis mulai dari 

kelompok perjudian hingga kelompok kejahatan terorganisir. 

Geng motor menjadi perhatian umum karena, secara 

sederhana, istilah tersebut mengacu pada komunitas yang 

rusuh yang sering kali melibatkan anak muda. Dalam 

pengertian yang lebih sederhana, geng motor adalah 

kelompok remaja, bukan kelompok dewasa, melainkan yang 

didukung oleh orang dewasa. Ini adalah kelompok yang 

anggotanya bertemu secara teratur dan menentukan kriteria 

keanggotaan mereka sendiri.
3
 

Geng motor menurut Kartono adalah sekelompok 

masyarakat yang sebagian besar pada awalnya melakukan 

aktivitas bersama untuk mencari pengalaman baru untuk 

merangsang jiwa mereka.
4
 Mulai dari permainan yang netral 

dan menyenangkan, lama kelamaan tindakan  menjadi lebih 

tidak terkendali, kemudian tindakan-tidakan yang pada 

awalnya biasa saja berubah menjadi tindakan-tindakan 

kekerasan dan kejahatan yang melanggar hukum dan 

mengganggu ketertiban dan ketentraman serta menjadi 

ancaman bagi masyarakat. 

Mulyana Kusuma mengatakan bahwa di dalam geng, 

bahasa mereka muncul dengan menggunakan kata-kata dan 

istilah khusus yang hanya dapat dipahami oleh anggota geng 

itu sendiri. Dari seluruh kelompok tercipta tekanan terhadap 

semua anggota kelompok, agar setiap orang menghormati dan 

mematuhi setiap tatanan yang telah ditentukan.
5
 

                                                             
3 Muhammad Jufri, “Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor 

Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja Di Kota Palu,” E-Jurnal Katalogis 3, no. 1 

(2015): 76. 
4 Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2008), 188. 
5 Mulyana Kusuma, Kriminologi Dan Masalah Kejahatan (Bandung: Bumi 

Aksara, 2004), 17. 
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4. Perspektif Fiqh Siyasah 

Fiqih siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam 

yang mengatur tentang pengaturan dan pengelolaan kehidupan 

masyarakat dalam negara berdasarkan Syariat Islam untuk 

kepentingan masyarakat itu sendiri. Maka fiqih siyasah juga 

menurut Abdul Qadim Zallum, politik atau siyasah mengatur 

urusan ummat (masyarakat), dengan negara sebagai institusi 

yang mengatur urusan tersebut secara praktis, sedangkan 

ummat (masyarakat) mengoreksi dan melakukan muhasabah 

terhadap pemerintah dalam menjalankan fungsinya.
6
 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa penelitian ini akan membahas mengenai 

peran Kepolisian Resort Bandar Lampung dalam 

menanggulangi ancaman geng motor di Kota Bandar 

Lampung dalam perspektif fiqh siyasah syar’iyyah. 

 

B. Latar Belakang Masalah  

Indonesia memiliki dua lembaga penting untuk menjaga 

ketertiban dan keamanan negara yaitu TNI yang menjaga 

pertahanan dan Polri yang menjaga ketertiban dan ketentraman. 

Kedua lembaga ini memiliki peran wajib menjaga ketertiban dan 

keamanan berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa: 

“Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui 

sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh 

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat, sebagai kekuatan 

pendukung”.
7
 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan jajarannya yang 

bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan keamanan 

negara, dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya, 

                                                             
6 Abdul Qadim Zallum, Al-Afkar Al-Siyasi (Beirut: Dar al-Ummah, 2005), 14. 
7 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 30 

Ayat (2). 
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tampaknya Polri belum mencapai potensi unggulnya secara 

maksimal. Hal ini terlihat dari situasi ditengah masyarakat yang 

masih belum sepenuhnya aman.
8
 Kapolres menyebut, di 

masyarakat masih ada fenomena kekerasan geng motor yang 

meresahkan masyarakat dengan tindakan anarkis.
 

Fenomena 

kekerasan geng motor telah menjadi topik kejahatan yang hangat 

dan sering dilakukan oleh para remaja. Tidak hanya kejahatan 

ringan seperti pelanggaran lalu lintas, perusakan fasilitas umum, 

tawuran antar geng, penangkapan yang merenggut nyawa orang 

lain, ancaman dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh geng 

motor ini menimbulkan keresahan besar bagi masyarakat. 

Hal ini merupakan persoalan yang perlu segera 

diselesaikan agar ketentraman dan keamanan masyarakat tetap 

terjaga dan terjaga, sehingga keamanan yang menjadi  hak warga 

negara, sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (2) UU NRI 

Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas 

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan 

harta benda yang dikuasainya, serta berhak atas rasa aman dan 

perlindungan dari ancaman yang ditimbulkan oleh rasa takut". 

Keamanan warga harus disediakan oleh negara sebagai fungsi 

internal. Fungsi internal negara adalah memelihara ketertiban 

umum, ketenteraman, keamanan, dan kedamaian dalam negara 

serta melindungi hak setiap orang.
9
 

Kejahatan tidak hanya bersifat universal tetapi ia juga 

"normal” dalam arti "terikat dengan kondisi fundamental dari 

semua kehidupan sosial”. Di mana-mana dan selalu, ada orang-

orang yang berperilaku sedemikian rupa untuk memanfaatkan 

represi hukuman terhadap diri mereka sendiri. Ide bahwa 

kejahatan adalah normal tidak berarti bahwa tingkat kejahatan 

harus ditoleransi sebagai fakta kehidupan yang tak terhindarkan; 

Sebaliknya, gagasan itu justru menawarkan agar lebih fokus pada 

kondisi sosial yang menghasilkan kejahatan, karena upaya untuk 

                                                             
8 Jufri, “Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk 

Kenakalan Remaja Di Kota Palu,” 78. 
9  Romi Librayanto, Ilmu Negara (Makassar: Refleksi, 2009), 123. 
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menanggulangi kejahatan tanpa mengubah kondisi yang 

menghasilkan kejahatan akan sia-sia.
10

 

Barda Nawawi sebagaimana yang dikutip oleh Marli 

Candra, menyebutkan 2 upaya penanggulangan kejahatan yakni: 

Jalur represif yaitu lewat penerapan hukum pidana dan jalur 

preventif melalui upaya non-penal (di luar hukum pidana).
11

 

Geng motor merupakan salah satu fenomena masalah 

sosial yang sangat erat kaitannya dengan permasalahan sulitnya 

generasi muda dalam menyesuaikan diri dengan modernisasi baik 

dari penampilan luar, kepribadian anggota maupun jenis 

kegiatannya. Derasnya arus modernisasi mempengaruhi semua 

aspek anak muda, baik itu kepribadian, perkembangan perilaku, 

karakteristik dan lingkungan sosial.
12

 

Aksi brutal geng motor yang  paling terbaru terjadi di Jalan 

Jenderal Sudirman, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal, 

Bandar Lampung, Minggu 12 Maret 2023 dini hari. Polisi 

menangkap tiga dari lima orang kelompok geng motor tersebut. 

Ketiganya menganiaya dengan senjata tajam dan merampas 

ponsel korban. 

Geng motor seringkali beranggotakan para remaja yang 

pada dasarnya sudah tidak ingin dianggap sebagai anak-anak lagi. 

Akibatnya, mereka mulai meniru perilaku yang mereka kaitkan 

dengan status dewasa mereka. Remaja mulai fokus pada perilaku 

yang berkaitan dengan masa dewasa, seperti merokok, minum, 

menggunakan obat-obatan terlarang, melakukan tindakan seksual, 

dll. Kemudian dari kebiasaan itu Geng motor sering melakukan 

aksi kekerasan untuk menjadi jagoan yang diakui oleh geng lain, 

geng motor adalah salah satu cara untuk menyampaikan ekspresi 

masa muda, geng model Lukisan juga merupakan cara untuk 

                                                             
10 Henry Iwansyah, “Analisis Relasi Fenomena Kriminalitas Dengan 

Kebijakan Publik,” As-Siyasi : Journal of Constitutional Law 1, no. 1 (2021): 90, 

https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8957. 
11 Marli Candra, “Penologi Hukum Pidana Islam: Reintroduksi Penologi 

Islam,” Al-’Adalah 15, no. 2 (2018): 37, https://doi.org/10.24042/adalah.v15i2.2783. 
12 Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan 

Sepanjang Rentang Kehidupan (Jakarta: Erlangga, 2000), 19. 
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menunjukkan eksistensi mereka atau kelompok mereka. Geng 

sepeda juga membuat remaja merasa aman dan nyaman.
13

 Dalam 

proses menuju kedewasaan, remaja membutuhkan penyusuaian 

sosial. Maka penyesuaian yang paling penting dan sulit adalah 

meningkatkan pengaruh teman sebaya, perubahan perilaku sosial, 

kelompok sosial baru, nilai baru dalam pilihan pertemanan, nilai 

baru dalam dukungan dan perkataan, penolakan sosial dan nilai 

baru dalam pemilihan pemimpin.
14

 

Sampai saat ini sebenarnya masih banyak hal yang 

dipertanyakan apa yang menyebabkan meningkatnya angka 

kriminalitas dan kasus kriminalitas geng motor. Masih perlu 

penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hal-hal yang lebih 

komprehensif dan mendalam. Hukum pidana merupakan alat 

penting dalam pencegahan kejahatan atau obat untuk apa yang 

mengganggu dan merugikan masyarakat pada umumnya dan 

korban pada khususnya. Namun upaya pencegahan tidak akan 

efektif jika kita tidak mengetahui secara pasti kejahatan apa yang 

terjadi dan mengapa seseorang melakukannya. 

Aparatur pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum 

memiliki tugas dan wewenang untuk melindungi hak asasi 

manusia, termasuk menjaga ketentraman dan ketertiban 

masyarakat, yang dapat menimbulkan ancaman konflik dari geng 

motor di masyarakat tersebut. Penegakan hukum di sini meliputi 

polisi dan aparatur negara, yang merupakan penjaga keamanan 

dan ketertiban masyarakat. Sebagaiman dari Perda Kota Bandar 

Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Untuk menciptakan kondisi 

yang stabil bagi perdamaian dan ketertiban umum di kawasan, 

perlu dilakukan pembinaan terhadap segala upaya, tindakan, 

                                                             
13 Lulu Riszeki Yuliani, “Profil Perilaku Maskulinitas Agresif Pada Remaja 

Laki-Laki Anggota Geng Motor (Studi Kasus Terhadap Tiga Orang Remaja Laki-

Laki Anggota Geng Motor),” Jurnal Bimbingan Konseling 3, no. 2 (2011): 98. 
14 Hurlock, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 

Kehidupan, 21. 
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pengaruh dan percobaan dalam segala hal yang berkaitan dengan 

ketentraman dan ketertiban umum.
15

 

Selain itu, di dalam pemerintahan Islam badan yang 

mempunyai tugas yang serupa dengan lembaga kepolisian adalah 

hisbah atau syurtah. Hisbah dan syurtah merupakan nama 

kepolisian dalam tata negara Islam. Badan tersebut merupakan 

bagian dari organ pemerintah yang bertugas melaksanakan amar 

ma‟ruf nahi munkar. Jadi, ketika dalam masyarakat tampak 

adanya kemungkaran maka muhtasib wajib untuk menegurnya. 

Al-Mawardi mendefinisikan muhtasib (petugas hisbah) sebagai 

pemerintah yang bertugas untuk menyuruh kepada perbuatan 

yang baik serta memberikan larangan jika tampak seseorang 

melakukan kemungkaran.16
 

Pemerintah termasuk Kepolisian sebagai lembaga negara 

yang bertugas melaksanakan amar ma‟ruf nahi munkar  

sebagaimana Q.S. Ali Imron (3): 104, Allah SWT. berfirman,  

                     

                

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat 

yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf 

dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang 

beruntung.” 

Berdasarkan pemaparan peneliti tertarik untuk mengkaji 

permasalahan tersebut dengan judul : “Peran Kepolisian Resort 

(Polres) Tentang Penanggulangan Ancaman Yang Dilakukan 

Geng Motor Motor  Perspektif Fiqh Siyasah” 

 

 

                                                             
15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang 

Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. 
16 Listiana Dwi Susanti, “Lembaga Kepolisian Dalam Perspektif Hukum Islam 

(Kajian Posisi Wilayatul Hisbah Di Naggroe Aceh Darussalam),” Fakultas Syariah 

Dan Hukum 4, no. 2 (2009): 61. 
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C. Subfokus Penelitian 

 Penelitian ini difokuskan pada peranan polisi dalam 

keamanan dan ketertiban umum yang terdapat pada Perda Kota 

Bandar Lampung. Hal ini masih banyak ancaman dari geng 

motor yang masih marak terjadi, sehingga peneliti ingin lebih 

fokus terhadap sebagai berikut: 

1. Peran polisi terhadap penanggulangan ancaman geng motor di 

kota Bandar Lampung 

2. Tujuan polisi menjaga masyarakat dari acaman yang 

dilakukan oleh geng motor. 

 

D. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka 

peneliti dapat memberikan  rumusan masalah yang akan dibahas 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah peran Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung 

dalam penanggulangan ancaman yang dilakukan geng motor 

di kota Bandar Lampung ? 

2. Bagaimanakah peran Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung 

dalam penanggulangan ancaman yang dilakukan geng motor 

perspektif fiqih siyasah tanfidziyah? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian Resort (Polres) Kota 

Bandar Lampung dalam penanggulangan ancaman yang 

dilakukan geng motor. 

2. Untuk mengetahui peran Kepolisian Resor Kota Bandar 

Lampung dalam penanggulangan ancaman yang dilakukan 

geng motor perspektif fiqih siyasah tanfidziyah 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

a. Penelitian ini akan memberikan informasi yang diperlukan 

untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya 

tentang hukum tata negara. 

b. Memberikan sumbangsih ilmu hukum khususnya tentang 

syariat Islam di lingkungan akademik perguruan tinggi, 

dan memberikan sumbangan materi khazanah ilmu hukum 

tata negara. 

2. Manfaat Praktis  

a. Untuk memberikan pemahaman kepada penulis dan 

meningkatkan disiplin ilmu yang dikembangkan sesuai 

dengan bidang penelitian. 

b. Menawarkan manfaat untuk semua kalangan masyarakat, 

terutama bagi mereka yang ingin memperdalam ilmu 

hukum administrasi publik di universitas manapun di 

fakultas Syariah dan hukum. 

c. Diharapkan dapat menghasilkan hasil yang akan digunakan 

sebagai masukan bagi pelaksanaan pesta ketenteraman dan 

ketertiban masyarakat dari ancaman geng motor di kota 

Bandar Lampung. 

 

G. Penelitian Relevan 

Agar tidak menganggap penelitian ini sebagai plagiarisme, 

penelitian relevan sangat penting. Berdasarkan hasil kajian 

pustaka yang telah peneliti lakukan, peneliti telah menemukan 

beberapa karya ilmiah sebelumnya yang relevan dengan 

penelitian ini. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang 

relevan antara lain: 

1. Skripsi Wafrah Ma‟al Ma‟tuf (2021) Mahasiswa UNISSULA 

Serang, Fakultas Ilmu Hukum, dengan judul Peran Kepolisian 

dalam Menangulangi Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh 
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Geng Motor (Studi Kasus Kepolisian Resort Demak).
 17

 Hasil 

penelitian tersebut, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi 

kekerasan geng motor yang dilakukkan oleh para remaja di 

kabupaten Demak, Jawa Tengah antara lain; Usia muda (labil, 

masih mencari jati diri), mengendurnya ikatan sosial dan 

keluarga, pengaruh lingkungan, penyalahgunaan alkohol dan 

lain-lain, pengaruh budaya luar,dsb. Kepolisian Resort Demak 

melakukkan dua upaya pecegahan (preventif) dan upaya 

pemberian sanksi (represif). 

Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian 

tersebut membahas tentang peran kepolisian dalam 

menanggulangi geng motor. Perbedaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini adalah objek dan tempat serta fokus 

penelitian tersebut membahas mengenai kekerasan fisik oleh 

geng motor dan juga tidak membahas permasalahan dalam 

perspektif ilmu fiqh siyasah syar’iyyah. 

2. Skripsi Nur Alam Syafar (2018) Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Administrasi 

Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, dengan Judul 

Larangan Strategi Kepolisian Dalam Mencegah Geng Motor 

di Kota Makassar.
18

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

gambaran tindak kejahatan yang dilakukan oleh geng motor 

dan strategi yang dilakukan oleh kepolisian Makasar guna 

mencegah tindak kejahatan geng motor. Hasil dalam 

penelitian ini yaitu: (1) Kejahatan yang dilakukan oleh geng 

motor dalam wilayah Kota Makassar dikategorikan dalam 5 

jenis yaitu: pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan 

pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, aksi kejahatan 

dengan senjata tajam, dan pengeroyokan. (2) Upaya yang 

dilakukan oleh Polrestabes Makassar untuk meminimalisir dan 

                                                             
17 Waftah Ma‟al Ma‟tuf, “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kekerasan 

Fisik Yang Dilakukkan Oleh Geng Motor (Studi Kasus Kepolisian Resort Demak)” 

(Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021). 
18 Nur Alam Syafar, “Strategi Kepolisian Dalam Mencegah Geng Motor Di 

Kota Makassar” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018). 
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mencegah tindak kejahatan yang dilakukan oleh geng motor 

yaitu preventif dan represif.  

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini 

adalah membahas mengenai fenomena geng motor. 

Perbedaannya dalam penelitian tersebut membahas mengenai 

strategi pihak kepolisian sedangkan pada penelitian ini hanya 

membahas mengenai peran kepolisian, kemudian penelitian 

tersebut tidak membahas perspektif fiqh siyasah syar’iyyah, 

dan data dalam penelitian tersebut dikumpulkan dengan 

metode wawancara dan dokumentasi. Informan dalam 

penelitian ini sebanyak 4 orang yang terdiri dari 3 orang 

anggota kepolisian dan 1 orang anggota masyarakat atau 

hanya 2 jenis informan saja. 

3. Skripsi  Irvan Matondang (2011) Mahasiswa Universitas 

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial 

Dan Ilmu Politik, dengan Judul Kenakalan Remaja Dalam 

Komunitas Geng Motor (Studi Kasus Pada Remaja Geng 

Motor P-Dox Duren Sawit Jakarta Timur).
19

 Skripsi ini 

menggambarkan fenomena geng motor dengan teori anomi 

dan tindakan non konformitas, serta teori fungsi dan disfungsi 

dari Robert King Merton, dimana suatu institusi tidak harus 

selalu berfungsi untuk sekelompok orang tertentu dan tidak 

berfungsi bagi kelompok orang yang lain. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa kenakalan yang dilakukan oleh 

komunitas geng motor P-dox adalah balap liar, mengkonsumsi 

minuman keras dan narkoba, seks bebas serta bermain judi. 

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kenakalan yaitu 

faktor lingkungan keluarga, adanya persoalan ketidakpuasan 

terhadap keluarga karena terdapat ketidakharmonisan antara 

orang tua dan anak sehingga remaja merasa diabaikan serta 

faktor lingkungan pergaulan. 

                                                             
19 Irvan Matondang, “Kenakalan Remaja Dalam Komunitas Geng Motor 

(Studi Kasus Pada Remaja Geng Motor P-Dox Duren Sawit Jakarta Timur)” 

(Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011). 
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Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian 

tersebut membahas mengenai geng motor sedangkan 

perbedaannya pada penelitian ini membahas peran kepolisian 

dalam hal menanggulangi geng motor dalam perspektif 

siyasah syar’iyyah. Penelitian tersebut merupakan penelitian 

yang berkaitan dengan bidang ilmu sosial politik berbeda 

dengan penelitian ini yaitu berkenaan dengan ilmu hukum tata 

negara Islam atau siyasah syar’iyyah.   

4. Skripsi  Idham (2019) Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, 

Fakultas Hukum Tatanegara, dengan Judul Kajian Yuridis 

Pemidanaan Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Dilakukan 

Oleh Geng Motor Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi 

Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar).
20

 Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa, 1) Faktor penyebab pembunuhan yang 

dilakukan oleh geng motor dipengaruhi oleh entitas, dampak 

dari lingkungan sosial, diluar batas kontrol, teknologi yang 

tidak sehat, dan penegakan hukum yang kurang tepat. 2) 

Penerapan sanksi pidana terhadap pembunuhan oleh geng 

motor disesuaikan dengan bentuk kejahatan yang dilakukan, 

penanganan disamakan dengan pembunuhan pada umumnya 

tetapi yang membedakan adalah tingkat kejahatan dan 

perbuatan yang dilakukan sehingga pertimbangan hakim yang 

menjadi penetapan akhir. 3) Perspektif hukum pidana islam 

mengenai pembunuhan oleh geng motor, jelas dasar hukum 

mengenai larangan dan sanksi yang diberikan kepada pelaku 

pembunuhan yaitu terdapat didalam Q.S. al-Maidah/5:32 dan 

Q.S. al-Nisa/4:93 sebagai larangan, serta didalam Q.S. al-

Baqarah/2:178 sebagai sanksi hukuman qishash dan hukuman 

lainnya.  

Persamaan dengan penelitian ini adalah penelitian 

tersebut membahas mengenai fenomena geng motor 

sedangkan perbedaannya adalah pada objek dan tempat 

                                                             
20 Idham, “Kajian Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang 

Dilakukan Oleh Geng Motor Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di 

Pengadilan Negeri Makassar)” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019). 
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penelitian yang mana penelitian tersebut dilakukan studi kasus 

di pnegadilan Kota Makasar sedangkan penelitian penulis 

dilakukan di Kota Bandar Lampung.  

 

H. Metode Penelitian  

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, 

menggunakan pikiran dengan hati-hati untuk mencapai suatu 

tujuan. Padahal penelitian itu sendiri adalah usaha ilmiah yang 

dilakukan untuk mengumpulkan fakta secara sistematis untuk 

memahami kebenaran.
21

 Menurut Kartini Kartono, metode 

penelitiannya adalah:"cara berpikir dan bertindak yang dilengkapi 

dengan baik untuk melakukan penelitian dan mencapai tujuan 

penelitian".
22

 Berdasarkan keterangan di atas, metode penelitian 

adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara yang digunakan 

dalam melakukan penelitian, yang berfungsi sebagai acuan atau 

metode pengumpulan informasi dalam pelaksanaan tatanan 

sumber informasi ilmiah. diperlukan metode penelitian yang 

mampu untuk mendapatkan informasi yang valid dan otentik.  

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal yang berkaitan 

dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Jenis Dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang 

menitik beratkan pada observasi sosial. Pengamatan 

digunakan untuk menambah dan melengkapi data yang 

dibutuhkan dan pengumpulan data dilakukan melalui 

wawancara, telaah fakta lapangan dan dokumen. Tujuan 

penelitian lapangan (field research) adalah untuk 

menyelidiki secara intensif latar belakang situasi terkini 

                                                             
21 Mardialis, Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2004), 24. 
22 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung: Mandar 

Maju, 2005), 15. 
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dan interaksi masyarakat, individu, kelompok dan pranata 

sosial.
23

 Penelitian lapangan adalah penelitian yang 

menonjolkan informasi dan permasalahan yang muncul 

dalam kehidupan masyarakat, yang dilakukan secara 

langsung di tempat atau dengan responden. Objek dalam 

penelitian ini adalah hal yang menjadi titik perhatian dalam 

penelitian yaitu penanggulangan ancaman yang dilakukan 

geng motor dalam perspektif fiqh siyasah, sedangkan 

subjek dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resort 

(Polres) Kota Bandar Lampung dalam menjalankan 

perannya sebagai seorang yang diberikan tugas, wewenang 

dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan 

ketertiban serta perlindungan masyarakat. 

b. Sifat Penelitian  

 Penelitian ini bersifat deskriftif-analisis yaitu data 

yang dikumpulkan berupa kata-kata informasi dan 

dokumen-dokumen untuk mempelajari masalah-masalah 

dalam masyarakat dan menganalisis data yang diteliti 

dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian 

diperoleh kesimpulan yang tepat. Penelitian deskriptif 

bertujuan untuk menggambarkan secara akurat ciri-ciri 

individu, kelompok, gejala serta ada atau tidaknya 

hubungan antara suatu fenomena yang terjadi ditengah 

masyarakat. Penelitian ini ditujukan untuk menciptakan 

gambaran secara sistematis tentang fakta terkait peran 

Kepolisian Resort Bandar Lampung dalam 

penanggulangan ancaman yang dilakukan geng motor 

berdasarkan perspektif fiqh siyasah. 

2. Sumber Data 

Peserta penelitian dan lokasi adalah tempat data dapat 

diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

terbagi menjadi dua sumber, yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder yang diperoleh melalui penelitian 

                                                             
23 Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 5. 
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kepustakaan langka, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan 

pembahasan dalam penelitian. Metode ini digunakan penulis 

untuk mendapatkan data primer dan sekunder. 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang didapatkan secara 

langsung dan dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber 

pada pertanyaan (interview) terhadap informan yang 

memahami terkait persoalan yang dibahas dalam  

penelitian ini baik itu individu maupun perorangan dengan 

cara wawancara yang dilakukan dilapangan.
24

 Secara 

khusus data primer dalam penelitian ini diperoleh dan 

dikumpulkan penulis dari Satuan Polisi Kota Bandar 

Lampung melalui Ketua, Sekretaris dan Anggota Satuan 

Polisi Kota Bandar Lampung.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari 

dokumen-dokumen, publikasi yang sudah ada. Data 

sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

diperoleh dari buku dan dokumen serta data lain yang 

terkait dengan masalah yang ada, seperti persyaratan 

daerah dan peraturan. 

3. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi 

Penentuan populasi merupakan hal yang sangat 

penting untuk memberikan batasan-batasan secara jelas 

tentang objek yang akan diteliti. Populasi pada prinsipnya 

adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, 

peristiwa, atau benda yang menempati dan tinggal bersama 

dalam satu tempat atau wilayah dan secara terencana 

menjadi target kesimpulan dari akhir suatu penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu 16 anggota Bidang 

Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Bandar Lampung.  

                                                             
24 Bambang Sunggoni, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 1998), 38. 
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b. Sampel 

Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang 

diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh 

populasi. Dalam penelitian ini pengambilan sampel 

dilakukan menggunakan teknik purposive sampling.
25

 

Teknik yang berdasarkan kriteria dan ciri-ciri tertentu yang 

mempunyai keterkaitan erat dengan pembahasan.
26

 

Penelitian ini menggunakan 6 sampel antara lain 3 

orang anggota Polresta Bandar Lampung Bidang Reserse 

Kriminal (Reskrim) sebagai penegak hukum yang menjaga 

ketertiban umum, 2 orang warga Kelurahan Rawa Laut 

yang mengetahui terjadinya fenomena geng motor, dan 1 

orang korban geng motor sebagai narasumber yang 

mengetahui situasi atau keadaan ketika diancam oleh gang 

motor.  

4. Metode Pengumpulan Data 

Terdapat beberapa Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 

a. Observasi  

 Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data 

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis 

gejala atau fenomena yang ada pada subjek penelitian.
27

 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi 

langsung, yaitu dengan pengumpulan data secara visual 

tanpa bantuan instrumen standar lainnya untuk keperluan 

tersebut. Menurut Nasution terdapat beberapa hal yang perlu 

diketahui dalam melakukan observasi, selain memerlukan 

ingatan yang kuat dalam observasi harus mengetahui tempat, 

kondisi ,struktur budaya dan mengetahui secara jelas terkait 

data-data yang perlu dikumpulkan sehingga relevan dengan 

                                                             
25 Suteki, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), 2018, 

231. 
26 Ibid, 233. 
27 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Graha Ilmu, 2009), 58. 
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tujuan penelitian, selain itu menurut Nasution dalam 

melakukan observasi seorang peneliti harus mengetahui 

terkait perizinan dalam pelaksanaan penelitian, mengetahui 

cara mencatat hasil observasi serta membuat instrumen 

pengumpulan data.
28

  

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi di 

Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung terkait 

penanggulanagan ancaman yang dilakukan geng motor. 

Pengamatan yang dilakukan adalah mengamati tindakan 

aparat kepolisian dan negara dalam memelihara ketentraman 

dan ketertiban masyarakat. 

b. Metode Wawancara  

 Menurut Margono, metode wawancara adalah alat 

untuk mengumpulkan informasi dengan cara menyajikan 

secara lisan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara 

lisan, dan dapat memberikan informasi kepada peneliti.
29

 

Berdasarkan pendapat Margono, wawancara adalah proses 

pengumpulan informasi untuk kepentingan penelitian 

dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung 

dengan pihak yang dapat memberikan informasi dengan 

menggunakan alat yang disebut pedoman wawancara 

(interview guide). 

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang 

dilakukan peneliti adalah menghubungi, mendatangi dan 

bertatap muka secara langsung dengan responden dengan 

tujuan menggali informasi yang relevan sebanyak mungkin 

terkait dengan peran Kepolisian Resort (Polres) dalam 

penanggulangan ancaman yang dilakukan geng motor di 

kota Bandar Lampung. 

 

                                                             
28 Djam‟an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Alfabeta, 

2013), 145. 
29 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2004), 64. 
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c. Metode Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah kumpulan data transformatif 

yang dibentuk dengan tulisan, atau “mempelajari data 

tentang topik atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah 

yang mentransformasikan dari dokumen berupa catatan, 

seperti misalnya buku, majalah, surat kabar, majalah, 

risalah rapat, dll. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini 

digunakan untuk mendapatkan data yang akan digunakan 

dalam penelitian. 

5. Metode Pengolahan Data  

  Setelah sumber (dokumen) yang terkait dengan data 

dikumpulkan berdasarkan sumber-sumber di atas, langkah 

selanjutnya adalah mengolah data yang diolah sesuai dengan 

etika penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa ulang, 

kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah 

data tersebut terkumpul. Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan proses pemeriksaan data atau editing terhadap 

hasil data yang telah diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara, dan dokumen-dokumen yang telah 

dikumpulkan. 

b. Klasifikasi data (Classifying) adalah pengenalan dan 

pengelompokan data-data yang diperoleh dari hasil 

wawancara maupun observasi yang telah dilakukan dan 

sesuai dengan tema pembahasan skripsi serta memiliki 

hubungan yang relevan.
30

 

c. Verifying atau verivikasi data adalah kegiatan memilih dan 

memilah data yang relevan dengan pembahasan agar 

pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan 

mudah dipahami oleh para pembaca. 

d. Kesimpulan (Concluding) adalah langkah terakhir yang 

dilakukan dalam proses pengolahan data. Kesimpulan 

                                                             
30 Sujarweni Wiratama, Metode Penelitian: Lengkap Praktis dan Mudah di 

Pahami (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 31. 
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inilah yang nantinya akan menjadi hasil penelitian dari 

sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti atas 

proses pengolahan data yang terdiri dari tiga proses 

sebelumnya yaitu editing, classifying, dan verifying. 

6. Analisis Data  

Analisis data menjadi bagian penting dalam penelitian 

karna merupakan proses mencari dan menyusun data secara 

sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain seperti literatur dan 

dokumentasi sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya 

dapat di informasikan kepada orang lain.
31

 Analisis data 

bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah-

masalah berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dan 

dikumpulkan dari wawancara maupun observasi yang dilakukan 

dalam penelitian. Proses analisa data dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga 

menghasilkan sebuah kesimpulan. 

Setelah semua data terkumpul melalui instrumen 

pengumpulan data 

yang ada, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data-data 

tersebut. Dalam menganalisa data pada penelitian ini penulis 

menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu upaya yang 

dilakukan dalam penelitian dengan mekanisme bekerja dengan 

data dimana semua data yang diperoleh akan dikaitkan satu 

dengan yang lain sehingga mendapatkan kesimpulan, selain itu 

teknik analisa kulaitatif dapat menghasilkan data deskriptif 

yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan 

perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya menarik kesimpulan 

dari data yang sudah diperoleh dan dianalisis sehingga makna 

data yang diperoleh dalam penelitian lebih mudah dipahami diri 

sendiri maupun dipahami orang lain. 

 

                                                             
31 Azmar, Saifuddin,  Metode Penelitian  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 

7. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam pembahasan dan 

penyusunan penelitian ini, maka penulis akan membagi ke dalam 

lima bab yang berbentuk narasi atau uraian yang disusun sebagai 

berikut: 

Bab pertama, membahas mengenai pendahuluan yang terdiri 

dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan 

batasan masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu 

yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan, 

sehingga dapat di pahami oleh pembaca..  

Bab kedua, memuat uraian tentang landasan teori yang 

relevan dan terkait dengan tema skripsi yaitu peran kepolisian 

dalam menaggulangi kekerasan fisik yang dilakukan oleh geng 

motor perspektif fiqh siyasah. 

Bab ketiga, memuat secara rinci mengenai deskripsi objek 

tempat penelitian yang berisi data tempat, dasar kedudukan, 

kedudukan dan fungsi, struktur kepengurusan, divisi pelaksanaan 

tugas pokok serta peran kepolisian resort dalam menanggulangi 

ancama geng motor di Kota Bandar Lampung.  

Bab keempat, berisi Hasil Penelitian, Lalu di analisis dengan 

kajian yang ada dengan apa yang telah peneliti lakukan mengenai 

objek penelitian dan juga di analisis berdasarkan perspektif Fiqh 

Siyasah. 

Bab kelima, Bab terakhir ini berisikan kesimpulan, dan 

saran-saran yang menyajikan secara ringkas seluruh penemuan 

penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, 

Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi 

data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Fiqh Siyasah 

1. Pengertian Fiqh siyasah 

Istilah fiqh siyasah merupakan tarkib idhafi atau 

kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan 

siyasah. Secara etimologis, fiqh merupakan bentuk mashdar 

dari tashrifan kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti 

pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat 

memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). 

Sedangkan secara terminologis, fiqh lebih populer 

didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum 

syara yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci yang 

terdapat dalam al-Qur‟an dan Sunnah untuk ditetapkan pada 

perbuatan manusia yang berkewajiban melaksanakan hukum 

Islam.
32

 

Adapun siyasah berasal dari kata saasa-yasuusu- 

siyaasah, yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, 

atau membuat keputusan. Secara terminologis, sebagaimana  

dikemukakan Ahmad Fathi Bahatsi, siyasah adalah pengurusan 

kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara”.
33

   Ibn 

Qayyim dalam Ibnaqil menyatakan: "Siyasah  adalah segala 

perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada 

kemaslahatan dan lebih  jauh dari kemafsadatan, sekalipun 

Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak 

menentukannya". 

                                                             
32 Wahbah Al-Zuhaili, Ushul Al-Fiqh Al-Islami (Damaskus: Dar al-Fikr, 

2001), 29. 
33 H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam 

Rambu-Rambu Syari’ah (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), 28. 
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Siyasah yang didasarkan pada al-Qur‟an dan al-Hadis 

dikenal dengan istilah Siyasah syar'iyyah yakni siyasah yang 

dihasilkan oleh pemikiran manusia dengan berdasarkan etika, 

agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

umum syari‟at Islam dalam mengatur hidup manusia dalam 

bermasyarakat dan bernegara. Siyasah syar'iyyah disebut juga 

politik ketatanegaraan yang selaras dengan hukum Islam.
34

 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Fiqh 

Siyasah merupakan ilmu tata negara Islam yang secara 

spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan 

kepentingan umat manusia dan negara yang berupa peraturan, 

penerapan hukum, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan 

yang bernafaskan Islam atau sejalan dengan ajaran Islam 

untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.
35

 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa, fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam 

yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk 

pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan 

negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, 

dan kebijakan- kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang 

bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna 

mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dan 

menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin 

timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara yang dijalaninya. 

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau 

kita membicarakan ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, 

luas lapangan pembicaraan, bahasan dan metodenya. Fiqh 

Siyasah adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari 

ilmu fiqh. Selanjutnya, Hasbi Ash Shaddieqy mengungkapkan 

                                                             
34 Ridwan, Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan (Yogyakarta: 

Fakultas Hukum UII Press, 2007), 76. 
35 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 

(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 22. 
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bahwa bahasa ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan 

negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, 

kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, 

peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum 

internasional, seperti perang, damai dan trakta.
36

 

Ruang lingkup kajian fiqh siyasah pada dasarnya 

mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks 

seperti mencakup individu, masyarakat, dan negara bahkan 

dalam bidang lainya seperti ibadah, muamalah dan hukum-

hukum internasional seperti peperangan dan hubungan antar 

negara.
37

 

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam 

menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Ada yang 

membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi 

empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah 

terlalu prinsipil. Menurut Imam Al-Mawardi, seperti yang 

dituangkan di dalam karangan fiqh siyasah-nya yaitu Al- 

Ahkam Al- Sulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan 

ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:
 

a. Siyasah Dusturiyyah (Tentang Peraturan Perundangan- 

undangan) 

b. Siyasah Maliyyah (Tentang Kebijaksanaan Ekonomi dan 

c. Siyasah Qadla’iyyah (Tentang Kebijaksanaan Peradilan) 

d. Siyasah Harbiyyah (Tentang Politik Peperangan) 

e. Siyasah ‘Idariyyah (Tentang Kebijaksanaan Administrasi 

Negara).
38

 

Sedangkan menurut Ibn Tamiyyah, dalam kitabnya 

membagi ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut: 

 

                                                             
36 Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam 

(Jakarta: Qisthi Press, 2014), 4. 
37 Ibid., 5. 
38 Ibid., 19. 
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a. Siyasah Qadla’iyyah ( Peradilan) 

b. Siyasah ‘Idariyyah (Administrasi Negara) 

c. Siyasah Maliyah (Keuangan atau Ekonomi) 

d. Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah (Hubungan Luar 

Negeri) 

Dalam buku Muhammad Iqbal yang berjudul “Fiqh 

Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam” T. M. Hasby 

Ashiddieqy membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah 

menjadi delapan bidang yaitu
 
: 

a. Siyasah Dusturiyyah Syar’iyyah yang membahas tentang 

perundang-undangan serta konsep-konsep konstitusi, 

sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara, 

perumusan undang-undang.
39

. 

b. Siyasah Tasyri’iyyah Syar’iyyah yaitu memuat tentang 

kebijaksanaan dan penetapan hukum termasuk dalam 

persolan ahlul halli wa 

aqdi, persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan 

non 

muslimin didalam satu Negara, seperti Undang-undang 

Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan 

daerah, dan sebagainya. 

c. Siyasah Qadha`iyyah Syar’iyyah yang didalamnya memuat 

tentang kebijaksanaan dan masalah-masalah dalam 

peradilan. 

d. Siyasah Mâliyyah Syar’iyyah memuat tentang 

kebijaksanaan, ekonomi dan moneter dalam sebuah sistem 

pemerintahan dan ketatanegaraan. 

e. Siyasah Idariyyah Syar’iyyah memuat tentang 

kebijaksanaan administrasi negara. 

                                                             
39 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 

(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13. 
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f. Siyasah Dauliyyah memuat tentang hubungan 

internasional. 

g. Siyasah Tanfîdziyyah Syar’iyyah  memuat tentang politik 

dan pelaksanaan undang-undang. 

h. Siyasah Harbiyyah Syar’iyyah memuat tentang politik 

peperangan.
40

 

Sementara Abdul Wahhab Khalaf berbeda pandangan 

dalam mebagi kajian fiqh siyasah, Abdul Wahhab Khalaf 

membagi bidang kajian fiqh siyasah menjadi tiga bidang 

kajian saja, yaitu: 

a. Siyasah Qadla’iyyah (Kebijaksanaan Peradilan) 

b. Siyasah Dauliyyah (Kebijaksanaan Hubungan Luar Negeri) 

c. Siyasah Maliyyah (Kebijaksanaan Ekonomi atau Keuangan 

Negara).
41

 

 Menurut Sayuthi Pulungan Fiqh siyasah dibagi menjadi 

empat bagian yakni: 

a. Siyasah Dusturiyyah (Perundang-undangan) 

b. Siyasah Maliyyah (Keuangan Negara) 

c. Siyasah Dauliyyah (Hubungan Luar Negeri) 

d. Siyasah Harbiyyah (Peperangan).
42

 

3. Pengertian Siyasah Tanfidziyyah 

Fiqh Siyasah Tanfîdziyyah adalah bagian dari bidang 

fiqh siyasah yang membahas pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan, didalamnya juga memuat konsep-

konsep tentang tugas dan kewajiban pemerintah dalam 

melaksanakan undang-undang maupun kebijakan publik 

lainya demi kemashlahatan umat. Siyasah Tanfîdziyyah dalam 

Islam mengacu pada istilah ul al-amr dan dikepalai seorang 

                                                             
40 Ibid., 16. 
41 Ibid., 67. 
42 Ibid., 178. 
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ulil amri atau khalifah. Istilah ulil amri tidak hanya terbatas 

untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga lembaga 

legislatif, yudikatif. Berdasarkan al-Qur‟an dan as-Sunnah 

umat Islam diperintahkan untuk menaatinya terutama sosok 

pemimpin dengan syarat bahwa pemimpin (ulil amri) dalam 

lembaga eksekutif ini menaati Allah dan Rasul serta 

menanamkan sikap amanah dan terhadap masyarakat serta 

menghindari dosa dan pelanggaran aturan-aturan yang dapat 

berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di 

dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak 

seluruhnya.
43

  

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan 

eksekutif yang meliputi persoalan imamah, bai‟ah, wizarah, 

dan waliy al-ahdi. Tugas al-sulthah al-tanfidziyyah adalah 

melaksanakan undang-undang. Sehubungan dengan hal itu 

dalam penelitian ini kepolisian termasuk seorang Amir atau 

Khalifah yang diberikan fungsi, tugas, wewenang dan 

tanggung jawab untuk menjajga ketertiban umum, 

kemananan, ketentraman dan perlindungan masyarakat dari 

berbagai ancaman.  

4. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyyah 

Menurut Muhammad Iqbal dalam buku fiqih siyasah, 

Siyasah Tanfidziyah adalah tugas melaksanakan undang-

undang. untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan 

eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah). Negara memiliki 

kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan 

perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. dalam 

hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang 

berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut 

hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). 

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang 

dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang 

berbeda anatara satu negara dengan negara Islam lainnya. 

                                                             
43 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 62. 
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Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh 

menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik 

kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash 

dan kemaslahatan.
44

 

Fiqih Siyasah Tanfidziyah mencangkup bidang 

kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun 

demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya 

b. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya 

c. Persoalan bai’at 

d. Persoalan waliyul ahdi 

e. Persoalan perwakilan 

f. Persoalan perwakilan 

g. Persoalan ahlul halli wal aqdi 

h. Persoalan wizarah dan perbandingannya.
45 

 Fiqh Siyâsah Tanfîdziyyah memiliki ruang lingkup 

tentang tugas dan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan 

peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik 

lainya demi kemashlahatan umat. Siyâsah Tanfîdziyyah dalam 

Islam mengacu pada istilah ul al-amr dan dikepalai seorang 

ulil amri atau khalifah. Istilah ulil amri tidak hanya terbatas 

untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga lembaga 

legislatif, yudikatif. Berdasarkan al-Qur‟an dan as-Sunnah 

umat Islam diperintahkan untuk menaatinya terutama sosok 

pemimpin dengan syarat bahwa pemimpin (ulil amri) dalam 

lembaga eksekutif ini menaati Allah dan Rasul serta 

menanamkan sikap amanah dan terhadap masyarakat serta 

menghindari dosa dan pelanggaran aturan-aturan yang dapat 
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berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di 

dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. 

Secara umum dalam fiqh siyasah tanfidziyyah seorang 

pemimpin (ulil amri) harus menanamkan beberapa prinsip 

pokok antara lain prinsip kemaslahatan umat, prinsip keadilan 

dan prinsip amanah dalam sistem pemerintahan. Prinsip 

kemaslahatan umat menggambarkan sosok pemimpin dalam 

menjalankan tugas dan perannya tidak boleh mementingkan 

kebutuhan pribadi maupun kelompoknya melainkan demi 

kepentingan seluruh masyarakat banyak, kemudian prinsip 

adil yaitu seorang pemimpin harus berlaku adil kepada 

siapapun dan dalam hal apapun dan dalam keadaan apapun 

serta prinsip amanah dimana seorang pemimpin (ulil amri) 

harus amanah dan sungguh-sungguh dalam menjalankan 

tuagas, fungsi dan perannya termasuk dalam menjalankan 

amanat peraturan perundang-undangan yang memuat tentang 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam hal ini 

khususnya melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat dari ancaman yang dilakukan oleh geng motor. 

Objek kajian dalam fiqh siyasah tanfidziyyah meliputi 

beberapa aspek kekuasaan dalam al-Shulthah al-Tanfidziyah, 

antara lain: 

a. Imamah 

Kata Imamah biasanya diidentifikasikan dengan 

khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian 

kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Makna imam 

berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam 

dalam bahasa arab menunjukkan arti kesucian hidup, dan 

imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia 

shaleh maupun tidak.
46

 Adapun secara harfiah imam atau 

imamah memiliki arti seorang pemimpin (ulil amri) yang 

memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang waktu 

dan tempat. Istilah Imamah banyak digunakan oleh 

                                                             
46 Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-
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kalangan Syiah, sedangkan istilah khilafah lebih populer 

penggunaannya dalam masyarakat Sunni.  

Imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam 

yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Selama seorang 

imam mampu melaksanakan tanggungjawab dan 

kewajibannya serta tetap memenuhi syarat-syarat yang 

dibutuhkan, rakyat wajib memberikan loyalitas dan 

dukungan terhadap kepemimpinannya. Imam harus 

amanah dan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas, 

fungsi dan perannya termasuk dalam menjalankan amanat 

peraturan perundang-undangan yang memuat tentang 

berbagai aspek kehidupan bermasyarakat termasuk 

termasuk melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat dari ancaman yang dilakukan oleh geng motor 

yang merupakan amanat peraturan perundang-undangan. 

Secara harfiah imam atau imamah diartikan sebagai 

seorang pemimpin (ulil amri) yaitu seseorang yang 

memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengemban 

amanat dan tanggung jawab yang besar yang dipercayakan 

umat kepadanya, dalam kajian fiqh siyasah tanfidziyyah 

pembahasan tentang peran pemerintah adalah Ahlul halli 

wal aqdi menurut para ulama yaitu orang-orang yang 

dipilih untuk menjadi pemimpin, bisa juga di artikan 

sebagai tempat konsultasi dalam menentukan dan 

menjalankan kebijakan atau aturan-aturan perundang-

undangan yang dibuat untuk mengarahkan atau mengatur 

kehidupan  masyarakatnya untuk tidak melakukan 

larangan-laranagn dan melakukan perintah sesuai syariat 

Islam untuk menuju kehidupan yang lebih baik dan 

mencapai kemaslahatan.  

b. Khilafah/Khalifah  

Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam yang 

meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan 

berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah. Sedangkan khalifah 

adalah pemimpin umat Islam, atau disebut dengan imam 
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a’zham. Imam a’zham adalah pemimpin negara Islam 

sedunia atau disebut dengan khalifat al-muslim.
47

 Tugas 

dan kewajiban seorang khalifah bukan hanya mencakup 

sekelompok umat Islam tertentu, tetapi mencakup umat 

Islam sedunia dan mencakup penegakan semua sistem 

agama atau syari‟ah dan urusan duniawi umat, 

tanggungjawabnya tidak hanya urusan dunia melainkan 

akhirat. Tugasnya bukan hanya sebatas menjaga keamanan 

dalam negeri tetapi mencakup hubungan luar negeri yang 

melindungi umat Islam. 

c. Imarah/Amir  

Imarah merupakan masdar dari amira yang berarti 

ke„amiraan atau pemerintahan. Kata amir berarti 

memimpin, adapun istilah amir pada masa Rasul atau 

Khulafaur Rasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa 

daerah atau gubernur, sebagai komandan militer (amir al-

jaisy), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti amirul 

mukminin, amirul muslimin, amir al-Umara. Sedangkan 

dalam kamus Inggris diartikan dengan orang yang 

memerintah, komandan, kepala dan raja. Berdasarkan 

makna tersebut, amir didefinisikan dengan seorang 

penguasa yang melaksanakan urusan. 

Imarah atau Amir sebagai seorang penguasa yang 

melaksanakan urusan. Sosok Imarah/amir harus memiliki 

prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam 

dan tindakan yang dilakukan sesorang imarah/amir tidak 

boleh bertentangan dengan hukum syara‟ dalam setiap 

tindakan serta pengambilan keputusan, seorang pemimpin 

dalam Islam harus mampu bekerja keras dan yang 

perhatiannya 

ditujukan kepada rakyat dan negaranya. Seorang pemimpin 

dalam Islam memiliki kewajiban mentafidzkan hukum-

hukum diantara orang-orang yang bersengketa dan 
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33 

menyelesaikan perselisihan sehingga keadilan dapat 

terlaksana secara umum demi kemaslahatan umat. 

d. Wizarah/Wazir  

Wizarah diambil dari kata al-wazr yang berarti al-

tsuql atau berat. Wizarah Dikatakan seorang wazir 

memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. 

Kepadanya dilimpahkan sebagian kebijakan pemerintahan 

dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia 

modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan 

menteri yang mengepalai departemen dalam sebuah sistem 

pemerintahan.
48

 Wizarah harus memiliki kriteria tertentu 

yang dianggap mampu untuk memikul beban dan tanggung 

jawab serta menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat 

dan mewujudkan hak asasi manusia melalui pelaksanaan 

peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang 

dijalankan berdasarkan syariat Islam. 

Pada dasarnya istilah imamah, khalifah, imara/amir, 

maupun wizara memiliki makna yang sejalan yaitu seseorang 

yang dianggap pemimpin dan wajib untuk diikuti dan patuhi 

serta diberikan amanah dan tanggung jawab yang besar untuk 

melaksanakan kebijakan dan peraturan perundang-undangan 

dalam sebuah sistem pemerintahan berdasarkan dengan 

syariat Islam guna mengarahkan masyarakat menuju 

kehidupan yang lebih baik dan mencapai kemaslahatan. 

Namun dikarenakan praktik pemerintahan Islam tidak 

menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala 

negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-

undangaaan seperti Diwan al-Kharaj (Dewan Pajak), Diwan 

al-Ahdas (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, 

pekerjaan umum, Diwan al-Jund (militer), sahib al-bait al-

mal (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur 

dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka 

untuk hal ini istilah ul al-amr mengalami penyempitan makna 
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untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi 

sebagai eksekutif. 

Seiring perkembangan zaman, Kepolisian dalam 

perspektif hukum Islam (Diwan Al-Ahdas) mengalami 

perkembangan istilah yang pada awalnya dikenal dengan 

Diwan Al-Ahdas menjadi Wilayah Al-Hisbah seperti yang 

pada umumnya diterapkan di negara-negara yang menganut 

hukum syariat Islam seperti Arab, Saudi, Maroko, dan 

Indonesia (Khusus Provinsi Aceh).
49

 

 

B. Tinjauan Umum Kepolisian di Indonesia 

1. Sejarah Singkat Lahirnya Kepolisian Republik Indonesia 

Kepolisian Negara Republik Indonesia berawal dari 

Indonesia masih ketika zaman kerajaan, tepatnya kerajaan 

majapahit. Pada saat itu patih gajah mada memulai 

membentuk pasukan pengamanan yang disebut Bhayangkara 

yang bertugas untuk melindungi Raja dan Kerajaan. Dalam 

perkembangannya yaitu pada masa kolonial Belanda, 

pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan 

pasukan-pasukan jaga yang dipilih dari orang-orang pribumi 

untuk menjaga asset dan kekayaan orang-orang Eropa di 

Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah 

warga Eropa di Semarang, merekrut 70 orang pribumi untuk 

menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional ada pada 

residen yang dibantu asisten residen. Rechts politie 

dipertanggungjawabkan pada procureur general (jaksa 

agung).  

Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam 

bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan), stands 

politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs 

politie (polisi pamong praja), dan lain sebagainya. 

Berjalannya administrasi negara waktu itu, pada kepolisian 

                                                             
49 Romly, Hisbah Al-Islamiyah, Sistem Pengawasan Pasar Dalam Islam 

(Yogyakarta: Deepublish, 2019), 35. 



   

 

35 

juga diterapkan perbedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan 

pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan 

menjabat menjadi seorang hood agent (bintara), inspekteur 

van politie, dan commisaris van politie, tetapi menduduki 

jabatan seperti mantra polisi, asisten wedana, dan wedana 

polisi.  

Kepolisian modern Hindia Belanda dibentuk pada tahun 

1897-1920 yang merupakan cikal bakal dari terbentuknya 

Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini. setelah bangsa 

Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pemerintah 

militer Jepang membubarkan peta, sedangkan polisi tetap 

bertugas. Ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia Ketika Soekarno-Hatta 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 

Agustus 1945, maka kepolisian secara resmi menjadi 

Kepolisian Indonesia. Inspektur Kelas I (Letnan Satu) polisi 

Mochammad Jassin, komandan polisi di Surabaya pada 

tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan pasukan polisi 

republik Indonesia sebagai langkah awal. Sebelumnya, pada 

tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara 

oleh Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI).
50

  

Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno 

melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala 

Kepolisian Negara (KKN). Pada awalnya kepolisian berada 

dalam lingkungan Kementerian dalam negeri dengan nama 

Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab 

masalah administrasi, sedangkan masalah operasional 

bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Tanggal 1 Juli 1946 

dengan penetapan pemerintah tahun 1946 No. 11/s.d. 

Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada 

Perdana Menteri dan tanggal 1 Juli pada akhirnya diperingati 

sebagai hari Bhayangkara hingga saat ini 
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2. Pengertian Kepolisian 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

Kepolisian adalah suatu badan atau lembaga negara yang 

bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum 

(penangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu 

anggota badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas 

menjaga keamanan dan ketertiban). Para cendikiawan di 

bidang kepolisian menyimpulkan bahwa dalam kata polisi 

terdapat beberapa pengertian, yaitu polisi sebagai fungsi, 

polisi sebagai orang kenegaraan dan polisi sebagai 

pejabat/tugas. Polisi berurusan dengan pekerjaan memelihara 

hukum dan ketertiban.
51

 

Kepolisian dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 

ayat (1) disebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal 

yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.
52

 Istilah kepolisian 

dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni 

fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-

undang No. 2 tahun 2002 fungsi kepolisian sebagai salah satu 

fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan 

dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, 

pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan 

lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan 

sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan 

menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

Menurut Satjipto Raharjo kepolisian merupakan alat 

negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan 
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perlindungan kepada masyarakat.
53

 Dalam Pasal 5 Undang-

Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia menyebutkan bahwa:  

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat 

negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta 

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 

kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan 

dalam negeri. 

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian 

Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam 

melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1).  

3. Peran Kepolisian  

Berdasarkan penjelasan yang termuat dalam Pasal 6 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor VII/MPR/2000 BAB II, Kepolisian Negara 

Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan 

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat serta dalam menjalankan 

perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib 

memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. 

Organisasi kepolisian membagi dua macam peran 

kepolisian sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu :  

a. Polisi administratif  

Polisi keamanan atau polisi jalanan (lalu lintas dan 

sebagainya). Tugas polisi ini pada umumnya memberikan 

pelayanan umum, bantuan atau pertolongan kepada 

masyarakat, menegakkan hukum yang bersifat mengatur 

baik dari pusat maupun daerah dan menjaga ketertiban. 
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Karena tugasnya yang bersifat preventif dan melayani, 

Polisi ini selalu berseragam.  

b. Polisi peradilan, Polisi rahasia atau Reserse  

Tugas umumnya menegakkan hukum pidana, 

mencari pelaku, mengumpulkan bukti-bukti dan nantinya 

diproses di Pengadilan. Tugasnya bersifat represif yang 

dilakukannya dengan cara rahasia dengan menggunakan 

teknik-teknik reserse. Di Indonesia Polisi ini disebut 

Reserse (Bareskrim, Reserse Kriminal, Restik, Reserse 

Narkotika). Tindakan Polisi ini selalu berdasarkan 

peraturan perundang-undangan karena menyinggung hak-

hak asasi dan bersifat represif. 

Kepolisian berperan penting dalam menjaga dan 

memelihara ketertiban umum, keamanan dan ketentraman 

masyarakat termasuk memberikan perlindungan kepada 

masyarakat sebagaimana Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 bahwa 

Kepolisian sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan 

ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, 

melayani masyarakat serta penegakan hukum. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

Kepolisian berperan penting dalam menjaga dan memelihara 

ketertiban umum, keamanan dan ketentraman masyarakat 

termasuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari 

ancaman geng motor. Dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan 

Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat disebutkan 

bahwa “Setiap orang dan/atau badan memiliki hak yang sama 

untuk merasakan dan menikmati ketenteraman masyarakat 

dan ketertiban umum. Pada pasal 4 Ayat (2) Peraturan Daerah 

Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 disebutkan 

bahwa Setiap orang dan/atau badan mempunyai hak untuk 

mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, 
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kerusuhan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat”.
54

 

Tindakan kriminal yang dilakukan oleh setiap orang 

termasuk geng motor yang melanggar hukum dan 

mengganggu ketertiban umum, keamanan dan ketentraman 

masyarakat menjadi peran, tugas dan fungsi kepolisian 

sebagai penegak hukum, hal ini sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian memiliki 

peran dan tanggung jawab untuk menanggulangi ancaman 

geng motor yang meresahkan banyak masyarakat agar kondisi 

ditengah masyarakat dapat mencapai kondisi aman, tentram 

dan tertib sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan 

yang wajib diimplementasikan oleh kepolisian sebagai 

penegak hukum. 

4. Tugas dan Wewenang Polisi  

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa 

tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :  

a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat  

b. Menegakkan hukum  

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 

kepada masyarakat (Pasal 13 Undang – Undang No. 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia) Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, 

polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No. 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

adalah sebagai berikut : 

1) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, 

dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan 

pemerintah sesuai kebutuhan. 
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2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin 

keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di 

jalan. 

3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta 

ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 

peraturan perundang-undangan. 

4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. 

5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan 

umum : melakukan koordinasi, pengawasan, dan 

pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, 

penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa. 

6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan 

teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai 

negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. 

7) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak 

pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan 

peraturan perundang-undangan lainnya. 

8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran 

kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi 

kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. 

9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, 

masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan 

ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan 

bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi 

hak asasi manusia. 

10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk 

sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak 

berwenang.  

11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai 

dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian. 

12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan 
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perundang-undangan. (Pasal 14 ayat (1) Undang – 

Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia).
55

 

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, 

polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam 

Pasal 15 ayat (1) Undang– Undang No. 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu 

sebagai berikut:  

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;  

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga 

masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;  

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit 

masyarakat;  

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan 

atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;  

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup 

kewenangan administratif kepolisian;  

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari 

tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;  

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;  

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta 

memotret seseorang;  

i. Mencari keterangan dan barang bukti;  

j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;  

k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang 

diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;  

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan 

pelaksanaan putusan pengadilan, serta kegiatan 

masyarakat;  
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m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk 

sementara waktu. 

5. Kepolisian Dalam Perspektif Islam 

Kepolisian merupakan lembaga negara yang diberikan 

wewenang dan tanggung jawab sebagai pengawas serta 

pengendali ketertiban dan ketentraman serta memberikan 

perlindungan kepada masyarakat. Kepolisian dalam perspektif 

Islam dikenal dengan istilah Al-Hisbah yaitu sebuah lembaga 

yang mencegah kemungkaran dan menegakkan kebaikan di 

masyarakat sedangkan Polisi yang menjalankan peran 

lembaga kepolisian dikenal dengan istilah muhtasib yaitu 

pejabat yang bertugas melaksanakan hisbah atau salah satu 

jenis pengawas serta pengendali ketertiban pada masyarakat 

sebagaimana polisi di Indonesia. Muhtasib adalah orang yang 

melaksanakan amar ma‘ruf nahi munkar.
56

  

Kepolisian (Hisbah) dalam perspektif Islam berfungsi 

memberi arahan kepada masyarakat tentang yang mana 

mungkar dan mana ma'ruf serta sebagai fungsi kontrol yang 

dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan perorangan yang 

khusus mempunyai garapan dibidang moral, ekonomi dan 

agama yang berkaitan tentang kehidupan untuk mencapai 

kebenaran dan keadilan berdasarkan prinsip Islam.
57

 Seorang 

Polisi (muhtasib) dalam perspektif Islam harus memiliki 

syarat-syarat dan kriteria tertentu siantaranya adalah Mukallaf 

(orang yang telah diberatkan dengan kewajiban agama, karena 

telah dewasa dan berpikiran sehat), iman, dan adil. Betapapun 

buruk pelanggaran yang telah dilakukan, teguran yang 

dilakukan harus mengandung semangat kasih sayang. 

Pejabat yang mempunyai tanggung jawab dalam 

lembaga kepolisian (hisbah) adalah polisi (muhtasib). 

Menurut Ibnu Taimiyah jika semua kantor publik dalam 

ajaran Islam tujuannya untuk memberi seruan kepada 

                                                             
56 Imam Al-Ghazali, Ihya’ ’Ulummuddin, trans. Ismail Yakub (Jakarta: 

Pustaka Abadi, 2015), 470. 
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masyarakat untuk selalu melakukan kebaikan dan mencegah 

hal yang dilarang.
58

 Kepolisian dalam perspektif Islam 

bertugas menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan 

ditinggalkan (tidak diamalkan), dan melarang dari 

kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan. Terkait 

hal ini dimuat dalam Q.S. Ali Imron (3): 104, Allah SWT. 

berfirman,  

                       

               

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan 

umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang 

ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-

orang yang beruntung.”  

 

Berdasarkan ayat-ayat tersebut telah dijelaskan bahwa 

setiap muslim memiliki peran aktif dalam ber-amar ma‟ruf 

nahi munkar termasuk seorang polisi (muhtasib). Namun 

menurut kesepakatan ulama fiqh, bentuk kewajiban amar 

ma’ruf nahi munkar merupakan kewajiban kolektif bagi umat 

Islam (wajib Kifayah). Maka apabila tugas amar ma’ruf nahi 

munkar dilaksanakan oleh seorang atau sebagian orang maka 

kewajibannya gugur dari orang yang tidak melaksanakannya. 

Namun jika tidak ada seorang pun yang mampu 

melaksanakannya, maka perintah tersebut menjadi wajib ain 

(inperatif) bagi pihak yang mampu melaksanakannya. 

Imam Al-Mawardi membedakan antara tugas dan 

kewenangann wilayah al-ḥisbah (dalam bahasa yang ia 

gunakan hanya menyebutkan istilah ḥisbah) dengan 
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mutathawwi’ (relawan atau pelaku ḥisbah secara suka rela). 

Perbedaannya adalah sebagai berikut:
59

 

a) Melakukan ḥisbah bagi muḥtasib (petugas ḥisbah) 

hukumnya wajib, sedangkan kepada selain muḥtasib 

hukumnya adalah fardhu kifayah. 

b) Menegakkan ḥisbah adalah tugas muḥtasib (petugas 

ḥisbah). Oleh karena itu, ia tidak boleh disibukkan dengan 

urusan selain ḥisbah. Berbeda halnya dengan mutaṭawwi’, 

menegakkan ḥisbah bukan bagian dari tugasnya, dan 

karena itu ia diperbolehkan menyibukkan diri dengan 

urusan lain selain al-ḥisbah.  

c) Muḥtasib diangkat untuk dimintai pertolongan dalam hal-

hal yang wajib di larang. Adapun mutaṭawwi’ tidak 

diangkat untuk dimintai pertolongan di dalam hal-hal yang 

wajib dilarang.  

d) Muḥtasib wajib membantu orang-orang yang meminta 

pertolongan kepadanya. Sementara itu, mutathawwi’ tidak 

wajib membantu orang yang meminta pertolongan 

kepadanya. 

e) Sesungguhnya muḥtasib (petugas ḥisbah) haruslah mencari 

kemungkaran yang terlihat untuk ia larang, dan memeriksa 

kebaikan yang ditinggalkan (tidak diamalkan) untuk ia 

perintahkan. Sedang pelaku ḥisbah secara sukarela tidak 

diharuskan mencari kemungkaran atau memeriksa 

kebaikan yang ditinggalkan atau tidak diamalkan.  

f) Sesungguhnya muḥtasib atau petugas ḥisbah berhak 

mengangkat staf untuk melarang kemungkaran, karena 

ditugaskan untuk melarang kemungkaran, agar dengan 

pengangkatan staff, dia semakin lebih perkasa dan lebih 

kuat. Sedang pelaku ḥisbah secara sukarela tidaklah berhak 

mengangkat staff.  
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g) muḥtasib berhak menjatuhkan ta’zir sanksi disiplin 

terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terlihat dan 

tidak boleh melebihi hudud. Sedang pelaku ḥisbah secara 

sukarela tidak diperbolehkan.  

h) Muḥtasib (petugas ḥisbah) berhak mendapat gaji dari 

Baitul Mal atau kas negara) karena tugas ḥisbah yang 

dijalankannya. Sedang para pelaku ḥisbah secara sukarela 

tidak boleh meminta gaji.  

i) Muḥtasib atau petugas ḥisbah berhak berijtihad dengan 

pendapatnya dalam masalah-masalah yang terkait dengan 

tradisi dan bukan hal-hal yang terkait dengan syar’i seperti 

mengenai penempatan kursi di pasar-pasar, dan lain 

sebagainya. Ia berhak mengesahkan dan menolak itu 

semua berdasarkan ijtihadnya. Hal tersebut tidak berhak 

dilakukan oleh pelaku ḥisbah dengan sukarela.
60

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa 

ḥisbah merupakan istilah lembaga kepolisian sedangkan 

muhtasib adalah seorang Polisi yang bertugas mencegah 

kemungkaran dan menyuruh atau menyerukan terhadap 

kebaikan sesuai dengan hukum Islam termasuk dalam 

pengawasan ketertiban umum. 

 

C. Geng Motor 

1. Pengertian Geng Motor 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, geng berarti 

sebuah kelompok atau gerombolan remaja yang 

dilatarbelakangi oleh persamaan latar sosial, sekolah, daerah, 

dan sebagainya. Sedangkan motor dalam kamus Bahasa 

Indonesia diartikan sebagai kata benda yang menjadi tenaga 

penggerak. Pelakunya dikenal dengan sebutan gengster. 

Sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris, “gangster”. 
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Gangster atau bandit berarti suatu anggota dalam sebuah 

kelompok kriminal (gerombolan) yang terorganisir dan 

memiliki kebiasaan urakan dan anti-aturan. Dan geng motor 

sendiri dilandasi oleh aktivitas kesenangan di atas motor. 

Umumnya keberadaan mereka ada di setiap kota besar dan 

perilakunya telah menjadi penyakit sosial yang akut dan 

sangat meresahkan.
61

 

Geng motor merupakan salah satu kenakalan remaja 

yang merebak di Indonesia. Arti dari geng motor itu sendiri 

yaitu sekumpulan orang yang memiliki hobi bersepeda motor 

dan membuat kegiatan berkendara sepeda motor secara 

bersama sama baik dengan tujuan konvoi maupun touring 

dengan sepeda motor.
62

 Pengertian geng motor ini sebenarnya 

berawal dari sebuah kecenderungan hobi yang sama dari 

beberapa orang, namun belakangan geng motor semakin 

meresahkan masyarakat dengan tindakan-tindakan yang dapat 

membahayakan dan melanggar ketertiban. 

Menurut sebagian pakar hukum, aksi brutal dan 

pengrusakan yang dilakukan oleh geng motor yang terjadi 

akhir-akhir ini di masyarakat kita merupakan bagian dari 

delikuensi. Stark mengkategorikan sebagai perilaku 

menyimpang dimana perilaku ini merupakan cermin dari 

anomi atau ketiadaan norma. Merton dalam bukunya Social 

Theory and Social Structure menguraikan secara lengkap dan 

mendalam berkenaan dengan perilaku menyimpang yang 

terjadi melalui teori anomi. Dan menurut Sutherland perilaku 

menyimpang yang dilakukan oleh remaja merupakan sesuatu 

yang dapat dipelajari dan pada kenyataannya rata-rata anggota 

geng motor yang dianggap meresahkan ini adalah orang-orang 
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yang tidak cukup memiliki kemapanan sosial, baik dalam 

ekonomi, intelektual, maupun strata sosial lainnya.
63

 

2. Geng Motor dalam Perspektif Islam 

Sebagaimana alim ulama berpendapat, pelaku geng 

motor dapat dikenal dengan istilah ‟muharib” atas tindakan 

kriminalnya ‟muharabah” (perampokan) yang membuat 

kerusakan di masyarakat. Pendapat Imam Malik mengatakan 

bahwa Muharib adalah orang yang mengancam masyarakat 

dengan senjata, dan menakut-nakuti mereka, baik di tengah 

kota maupun di luar pemukiman penduduk.
64

 Menurut Imam 

As-Syafi‟i mengatakan, bahwa orang yang menindas di 

tengah kota untuk mengambil harta termasuk muharib, baik 

dilakukan di perumahan, di jalan, atau di pemukiman 

kampung pelosok atau kota hukumnya sama. 

Geng motor yang sering melakukan aksi atau tindakan-

tindakan yang melanggar aturan seperti mereka merusak harta 

benda orang lain, seperti mobil, motor, rumah, atau merampok 

dan menjarah toko dan minimarket, bahkan tak segan-segan 

melukai orang lain, hingga membunuh dengan cara yang 

bengis, mengintimidasi, berkelahi antar geng motor, melukai 

masyarakat yang tidak bersalah. Sebagian ada yang 

menganggap hal tersebut sebagai kenakalam remaja dan hal 

ini tentu sangat bertentangan dengan syariat Islam yang mana 

akidah akan dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan, 

Islam bukanlah agama biasa yang dijadikan sebagai panduan 

manusia ketika beribadah kepada Rabbnya, tetapi Islam 

adalah agama yang mampu menyelesaikan seluruh 

permasalahan umat manusia. 

Islam sangat memuliakan manusia dengan 

mendudukkannya sebagai mahluk paling mulia di muka bumi 

                                                             
63 Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 
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sebagai khalifah untuk berbuat yang ma’ruf dan mencegah 

dari yang mungkar. Tindakan-tindakan yang dilakukan geng 

motor yang melanggar sangat bertolak belakang dengan 

syariat Islam, apalagi jika hal tersebut dianggap sebagai 

kenakalan remaja tentunya sangat tidak cocok, Dalam sistem 

Islam, akidah akan dijadikan sebagai landasan dalam 

membangun rumah tangga. Ayah dan ibu akan menempatkan 

anak sebagai amanah yang harus dijaga, ayah mencari nafkah, 

sedangkan ibu menjadi ummun wa rabbatul baiti. Teladan 

kedua orang tua akan membekali tingkah laku anak seingga 

jangankan menyakiti orang lain, mereka justru akan berusaha 

untuk bermanfaat bagi sesama. 

3. Penanggulangan Ancaman Geng Motor dalam Perspketif 

Islam 

Tindakan-tindakan yang dilakukan geng motor seperti 

merusak harta benda orang lain seperti mobil, motor, rumah, 

atau merampok dan menjarah toko dan minimarket, bahkan 

tak segan-segan melukai orang lain, hingga membunuh 

dengan cara yang bengis merupakan ancaman bagi 

masyarakat dan merupakan suatu tindak kejahatan yang 

melanggar hukum. Perilaku kejahatan bukanlah fenomena 

baru yang ada dalam masyarakat melainkan sudah ada sejak 

anak-anak Nabi Adam, Habil dan Qabil yang menentang 

aturan ayahnya tentang homo seksualitas kaum Nabi Luth 

yang dilaknat Tuhan, hingga tindakan kriminal yang 

dilakukan anak pada masa kini seperti tindakan yang 

dilakukan geng motor.
65

 

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang kerap 

digunakan untuk tindak pidana, yaitu Jinayah dan Jarimah. 

Kata “Jinayah” dan “Jarimah” dapat dikatakan bahwa kata 

“Jinayah” yang digunakan para fuqaha adalah sama dengan 

istilah “Jarimah”. Ia didefinisikan sebagai larangan-larangan 
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hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa 

hukuman yang ditentukan-Nya.
66

 Dengan demikian suatu 

tindak pidana adalah tindak pidana hanya jika merupakan 

suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Dengan kata 

lain, melakukan (commission) atau tidak melakukan 

(omission) suatu perbuatan, yang membawa kepada hukuman 

yang ditentukan oleh syariah adalah tindak pidana. 

Kejahatan-kejahatan had (hudud) dapat dikatakan 

sebagai kejahatan yang cukup serius dan berat dalam hukum 

pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik 

(masyarakat). Tetapi tidak berarti bahwa kejahatan had tidak 

mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, terutama 

yang berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah. Pidana 

had bisa diartikan dengan kejahatan yang diancam hukuman 

hudud, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. 

Pengertian “hukum yang ditentukan” berarti kuantitas ataupun 

kualitasnya ditentukan oleh Allah tanpa mengenal tingkatan.
67

 

Pidana had merupakan tradisi baru dan orisinal diperkenalkan 

oleh Al-Quran. Berbeda dengan pidana qishash dan diyat 

yang meskipun diterangkan dalam Al-Quran, sifatnya hanya 

meneruskan dan memperingan tradisi sebelumnya.  

Sebagai produk asli Al-Quran, pidana had dimaksudkan 

untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut dalam 

masyarakat dengan cara melindungi kebaikan dan 

memberikan alasan kepada penjahat dengan perspektif 

membela orang yang tertindas dan yang menjadi korban. 

Dengan dijatuhkannya pidana had kepada pelaku tindak 

kejahatan sebagai balasan atas perbuatannya, maka batasan 

yang tegas antara kejahatan dan kebaikan juga akan menjadi 

jelas bagi semua orang dalam pergaulan bersama di 
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masyarakat.
68

 Hukuman yang tegas dalam Islam tentu akan 

memberikan efek yang luar biasa dan membuat pelaku tidak 

melakukan hal yang sama dimasa yang akan datang. 
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